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Abstrak

Tidak ada sat, ang dapat melaksa enanganan kejahatan secara
utubh tanpa bekerjds negara lain. Namun p anaannya, kerjasama a alam
bidang penegaka enemiti banyaé kendala Ha t te ermm dalam proses ik tat
ekstradisi bilate ]

neo-realisme.
trakiat eksira

Kata Kunci §

Pendahuluan'

Konvensi
Transnasional Terot
Convention agamst

Crime) menycbutkanbah :
d1gunakan Jlka ke_]ahatan

ng dar " ;
SN2 mamin bagan ntEg San PRt orum bilateral maupun multilateral,

perencanaan, pengendalian dan  kontrol
dilaksanakan di negara lain; dilakukan di satu
negara namun melibatkan sebuah kelompok

dalam tingkat regional maupun internasional,
menjadi sangat mutlat diperlukan dalam
: dee ) penanganan kejahatan transnasional. Kerjasama
kejahatan terorganisir yang terkait dengan :

; ) AL ] antar negara dalam bidang penegakan hukum
aktifitas kejahatan di lebih dari satu negara;

ey Yeiuric eebeshail "
dilakukan di satu negara namun memiliki Dleripasdil  KQUCt SeDRldsiall - polidngard

kejahatan transnasional.

Pada praktiknya, kerjasama antar negara

* AKP M. Taat Resdianto, SH, MTCP Penulis merupakan mahasiswa ~ dalam  bidang penegakan hukum bukanlah
STIK-PTIK angkatan ke-61, menyelesaikan pendidikan Master of 4 )
Transnational Crime Prevention di University of Wollongong, New South ~ SUatul hal yang mudah untuk leHJUdkan-
Wales, Australia pada tahun 2011 dengan beasiswa penuh dari Pemerintah
Federal Australia melalui program Australian Development Scholarship.
Penulis akan sangat berterimakasih atas tanggapan guna penyempurnaan 1
tulisan ini. Penulis dapat dihubungi di mtr630@uowmail.edu.au.

Artikel 3 paragraf 2 United Nation Convention against Transnational
Organized Crime, dokumen diakses di www.unode.org/documents/
treaties/ UNTOC/Publications/ TOC%20Convention/TOCebook-¢.pdf
pada 7 Mei 2013.

Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 080 | Juni - Oktober 2013 57




X ~ traktat oleh parlemen kedua
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"'-'-Terdapat_-banyak kendala yang berpotensi
- menghambat terlaksananya kerjasama antar

- negara dalam bidang penegakan hukum. Salah

 satu kerjasama antar negara dalam bidang
- penegakan hukum yang mengalami kegagalan
‘adalah traktat ekstradisi bilateral Indonesia-
Singapura. traktat
terhambat oleh tertundanya proses

Pelaksanaan terseb

~ demikian, meskipun traktat
ditandatangani oleh peg
kedua negara, tetap ti
sebagai dasar hukum g
kedua negara. !

Traktat secar
kesepakatan inte
oleh dua atau le
kesepakatan da
hak tiap-tiap pik
Traktat bilateral &
oleh dua negara.
di bidang penega
salah satu dasar
demikian, maka tra
Indonesia-Singapura
bersama yang berisi ke
hak tiap-tiap pihak terkait dgs
ekstradisi di antara kedua negar

Mengacu kepada substansinya, ma
tersebut merupakan salah satu wujud kerjasam
internasional dalam bidang penegakan hukum
(international law  enforcement cooperation).
Traktat dapat menjadi dasar hukum bagi
pemerintah kedua negara untuk melaksanakan
ekstradisi, salah satu bagian penting dalam
upaya penegakan hukum. Selain traktat, terdapat
berbagai bentuk kerjasama internasional dalam
bidang penegakan hukum, seperti tukar-menukar
informasi intelijen kriminal, penyidikan bersama
(joint investigation), serta program peningkatan
kemampuan personil yang diwujudkan dalam

kerjasama pelatihan dan pendidikan.
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Berbagai pendekatan dapat digunakan
untuk menganalisis permasalahan tertundanya
ratifikasi traktat ekstradisi bilateral Indonesia-
Singapura. Salah satunya adalah pendekatan
dengan menggunakan teori-teori hubungan
internasional. Tulisan ini menyajikan analisis

o a ratifikasi  traktat
- donesia-Singapura
hubungan
nternasiona kondisi

hubungan bilateral Indone
di bagian kedua

residen Soeharto.

tersebut  kemudian

menga ami ketegangan pasca  runtuhnya
orde baru. Pada tahun 2007, isu yang paling
mengemuka dalam hubungan bilateral di antara
kedua negara adalah penghentian ekspor pasir
laut ke Singapura, traktat ekstradisi bilateral, dan
Kesepakatan Kerjasama Pertahanan (Defence

Cooperation Agreement).

Ketegangan di antara kedua negara juga
diwarnai dengan beberapa insiden yang semakin
menambah tensi hubungan di antara keduanya,
salah satunya adalah mobilisasi pesawat tempur

2 Bilveer Singh, ‘Singapore: Succes at Home, Challenges from Abroad’
(2008) Southeast Asian Affairs 315
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F-16 oleh Singapura di wilayah yang berbatasan
dengan Indonesia. Insiden tersebut kemudian
dinilai sebagai sebuah

Singapura kepada Pemerintah Indonesia atas

reaksi Pemerintah

penghentian ckspor pasir laut Indonesia ke

Singapura. Di sisi lain, penghentian ekspor

pasir laut dipandang sebagai sebuah
yang diberikan oleh Pemeri
kepada Pemerintah Sin
menandatangani traktat

Permasalahan ti
tersebut. Kesepak:

ma Pertahanan
yang menjadi
trakt:
memancing r

penandatangana_n
dengan '

masyarakat
wilayah yang

Selatan, mende:
Kesepakatan
partai politik |
ratifikasi Kesepaka
antara lain Partai
Partai Amanat s
berakibat kepada terttim

oleh kedua negara.

Pembahasan mengenai tr
bilateral

antara Indonesm—Smgap

dapat dipisahkan dengan serangkaian penstmra .

kaburnya pelaku kejahatan keuangan asal
Indonesia ke Singapura.® Hal tersebut antara
lain dilakukan oleh para tersangka kasus
BLBI. Sejarah mencatat bahwa sebagai akibat
krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997,
sejumlah 48 bank swasta nasional mengalami

kebangkrutan.” Untuk menjaga stabilitas

3 Ibid.
Dewi Fortuna Anwar, ‘The Impact of Domestic and Asian Regional
Changes on Indonesian Foreign Policy’ (2010) Southeast Asian Affairs
126.

5  Ibid.

Ibid.

7 M. Taufiqurohman and Wenseslaus Manggut,
Business', Tempo (Jakarta), 04 Maret 2001.

L=}

‘BLBIL: Unresolved
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Pemerintah menerbitkan
program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
dengan total nilai 144, 5 triliun.® Berdasarkan
audit investigatift BPK, BLBI berpotensi
merugikan negara sebesar Rp. 134,8 triliun,
dimana sekitar Rp. 84,4 triliun dari dana tersebut
salaheus  bank penerima BLBI.’

moneter nasional,

ersebut cenderung

pidana korupsi,
¥atan transnasional

1 , dalam waktu yang bersamaan,
pemerintah Singapura memiliki agenda untuk

memperbaharui ~ Kesepakatan ~ Kerjasama
Pertahanan dengan pemerintah Indonesia.
Hal tersebut merupakan sebuah upaya

untuk mendapatkan kesempatan yang lebih
luas dalam menggunakan wilayah teritorial

8  Agus S. Riyanto, Andari K. Anom, Ardi Bramantyo, ‘Banking: A BLBI
Scapegoat’, Tempo (Jakarta), 25 Desember 2000

9 M. Taufiqurohman and Wenseslaus Manggut.

10 ‘Sedikitnya 25 Buronan Ngumpet di Singapura’, Bataviase.co.id/
node/696204.

11 ‘Buron Koruptor RI ‘Aman’ di Singapura’ , www.rakyataceh.com/index.
php?open=view&newsid=16184&tit=NASIONAL%20Buron%20
Koruptor%20RI.

12 Herdaru Purnomo, “Wow! APBN 2012 Bernilai Rp 1.418,5 Triliun, Naik
7,49, Detik Finance, us.finance.detik.com/read/2011/08/16/153750/1704
941/4/wow-apbn-2012-bernilai-rp-14185-triliun-naik-74.

Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 080 | Juni - Oktober 2013

59




bahwa pembaharuan Kesepakatan Kerjasama

TEMA UTAMA

- ._'__"I:ndoncsia_ ‘untuk kepentingan latihan militer Teori - Teori Hubungan Internasional

13 Pemerintah Si berpendapat
Pingapus. 1 Bemenin G Terdapat berbagai teori yang dapat
Pertahanan dengan Indonesia merupakan hal dig‘u n.akan upuk rr?en_]claskan penistvas
peristiwa yang terkait dengan hubungan

: t penting d desak dal ka
yangisangat pentingcan.mences L internasional. Pada bagian ini akan diuraikan

peningkatan kemampuan dan profesionalisme
pasukan militer kedua Negara, Tentara Nasi 3
__Indonesia dan Singapore Armed Forg

_ Setelah melalui serang
traktat ekstradisi bilateral
ditandatangani oleh
kedua negara pada
Namun penandat

bilateral kedua neg

Kesepakatan Ke
Pemerintah S
Kesepakatan
paket  penanda
ekstradisi bilateral®
mempertahankan
yang tersimpan di ne
dinilai telah mengahals
Indonesia untuk menang

seolah-olah mencoba untuk terustg
keuntungan finansial dari aset hasi

yang diinvestasikan di negara tersebut i | : :
utama seuah negara adalah menjaga

Sampai dengan tulisan ini disusun, upaya keberlangsungan hidup suatu negara. Hal
untuk meratifikasi traktat ekstradisi bilateral tersebut harus terus dipelihara oleh para
tersebut masih terus diupayakan oleh kedua politisi dan negarawan.

negara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
masih terbuka peluang untuk terjadinya ratifikasi : :
traktat ekstradisi oleh kedua negara. Oleh karena menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada

itu, di dalam tulisan ini kata ‘tertunda’ dirasa negara ataupun organisasi non-negara yang
dapat menjamin kelangsungan hidup suatu

c. Kemandirian. Merupakan konsep yang

lebih tepat digunakan dalam menjelaskan proses
ratifikast eeakeat thisabie: negara. Hal tersebut karena kelangsungan

hidup suatu negara ditentukan secara

1 Dewi Fi A 130
? SRINORUNR A 17 Tim Dunne and Brian C. Schmidr, ‘Realism’ dalam John Baylis, Steve

14 Bilvc-cr Singh, 322. Smith, & Patricia Owens (eds), The Globalization of World Politics: An
15 Dewi Fortuna Anwar, 130. Introduction to International Relations, ded (Oxford University Press,
16 Bilveer Singh, 321. 2008) 95.
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mandiri oleh negara tersebut.'®

Teori realisme juga berpendapat bahwa
saling ketergantungan di antara negara-negara
di dunia tidak membuat potensi konflik

semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan

pada dasarnya negara-negara di duma te
memiliki keinginan untuk mendo i
politik internasional.'” Dalam
ekstrim, pendekatan per
oleh para penganut real

agai musuh

embahayakan

menganggap bahwa

global, teori lil
ketertiban, kes

dengan keras pe
menyelesaikan suatiig
secara tidak langsung te
suburnya kerjasama inters

Terdapat dua ajaran dala
yang  mendukung
dalam penegak
hukum, yaitu negara harus mendorong secara
maksimal terciptanya perdamaian dunia; dan

terciptanya
internasional

bidang

negara harus mendukung serta secara aktif
berpartisipasi dalam organisasi internasional.*
Namun demikian, konsep liberalisme juga telah
mendorong lahirnya beberapa permasalahan. Hal

18  1Ibid.

19 Ibid.

20 M.G.Williams, ‘Words, Images, Enemies: Securitization and International
Politics’ (2003) 47 International Studies Quarterly, 511, dikutip dalam
Alexander R. Arifianto, ‘The Securitization of Transnational Labor
Migration: The Case of Malaysia and Indonesia’ (2009) 1 Asian Politics &
Policy , 613, 615.

21 Tim Dunne, ‘Liberalism’ dalam John Baylis, Steve Smith, & Patricia
Owens (eds), The Globalization of World Politics: An Introduction to
International Relations, 4ed, (Oxford University Press, 2008), 111.

22 1Ibid, 116.

tersebut dikarenakan bahwa konsep liberalisme
membenarkan tindakan intervensi oleh negara
asing terhadap negara lainnya. Tindakan
intervensi tersebut berpotensi menimbulkan
gangguan  terhadap  stabilitas  hubungan
internasional suatu negara dengan negara lain.»

ide, norma, dan 1d

bahw kua]_ltas intera

disepakati tidak
g cukup untuk mengatur
-negara tersebut dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan
oleh lemahnya sanksi dari norma yang
disepakati. Oleh karena itu para penentang teori
konstruktifisme berpendapat bahwa konsep
dasar realisme dan neo-liberalisme dinilai lebih
tepat untuk diterapkan dalam hubungan antar
negara.”’

23 Ibid, 111.

24 Kai He, ‘Does ASEAN Matter? International Relations Theories,
Institutional Realism, and ASEAN’ (2006) 2 Asian Security 189, dikutip
dalam Shelden Simon, 267.

25  Sheldon Simon, ‘ASEAN and Multilateralism: The Long, Bumpy Road to
Community’ (2008) 30 Contemporary Southeast Asia, 264

26 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, ‘ASEAN Sclayang Pandang,
Edisi ke-18", (Sekretariat Jenderal ASEAN, Jakarta, 2008).

27 KaiHe, 267.
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~ Steven L. Lamy menerangkan bahwa teori
~ neo-liberalisme pada prinsipnya menekankan
- pendekatan  politik dan dalam
“hubungan internasional.”® Para pendukung teori

ekonomi

neo-liberalisme percaya bahwa semua nega
- memiliki kepentingan bersama (muzua
~ yang diharapkan dapat diperoleh#t

~ hubungan dengan negara 1
jugaberharap dapatmema sir

internasional tid
jika tidak ada
interest) yang da
internasional.*!

sangat
kepentingan pri
masing negara

terselenggaranya kerjasama inte

5.Teori Neo-realisme

Terdapat beberapa bentuk percabangan
dari teori neo-realisme, namun semuanya secara
prinsip berfokus pada tiga hal, yaitu, permasalahan
keamanan dalam kaitannya dengan eksistensi
dan pengaruh suatu negara dalam berhubungan
dengan negara lain; pentingnya keberlangsungan
hidup negara; dan kecenderungan untuk bersifat

28 Steven L. Lamy, 127.

29 1Ibid, 125.

30 D. Baldwin (ed.), Neo-realism and Neo-liberalism: The Contemporary
Debate (Columbia University Press, 1993).

31 Ibid.

32 Steven L. Lamy, ‘Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and
Neo-liberalism’ dalam John Baylis, Steve Smith, & Patricia Owens (eds),
The Globalization of World Politics: An Introduction to International
Relations, 4ed (Oxford University Press, 2008), 133.
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4 Teori Neo-Liberalisme

pesimis dalam menanggapi kerjasama antar
negara.” Sebagai akibatnya, dalam pelaksanaan
konsep neo-realisme muncul kecenderungan-
kecenderungan sebagai berikut. Pertama, dalam
kerjasama internasional, suatu negara senantiasa

untuk menghindari negara lain

an yang lebih besar dari

Indonesia-Singapura
eo-Realisme

Secara umum terdapat beberapa hal
yang dapat menjadi kendala dalam kerjasama
internasional di bidang penegakan hukum.
Pertama, secara konvensional keamanan masih
dipandang sebagai isu domestik dalam negeri.
Akibanya, suatu negara cenderung enggan
untuk bekerjasama dengan negara lain dalam

33 Ibid

34 D. Baldwin (ed.)

35 Steven L. Lamy, 130.
36 Ibid

37 Ibid.

38  Joseph Grieco, ‘Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique
of the Newest Liberal Institutions' {1988) 42 International Organization
485 dikutip dalam Steven L. Lamy, 129,




 bidang penegakan hukum. Kedua, kerjasama oleh strategi rasional kedua negara yang
~ internasional dalam bidang penegakan hukum berupaya untuk mendapatkan keuntungan
sering terkendala isu politik, ekonomi, dan sebesar-besarnya, meminimalkan kerugian,
kedaulatan negara. Kebijakan politik dalam dan serta meningkatkan kekuatan dan pengaruh

luar negeri, serta kepentingan ekonomi suatu masing-masing (absolute gain).

negara sangat menentukan kebijakan kerjasama
internasional dalam bidang penegakan hukus

_sisi, nampak sangat jelas bahwa

e : bilateral Indonesia-
negara tersebut. Di sisi lain, ker

bidang penegakan hukum
sebagai sebuah kegiata
mengganggu kedaulatz

Lpaya pemerintah
gan keuntungan

mengadili para
' uangan yang kabu _
mbat kerjasama gap \aruan

dang peneggk@i

Ketiga, perbe ukum antar

negara berpoten

internasional

hukum. Hal t

kerjasama
tersebut antara lai
dukungan finans
aparat penegak hu

*“ekstradisi b1latera_l 1 berikan
keuntungan ya ' ;

Secara  khusus, "
rupaya

# masing-masing
dn hal tersebut justru
ertundanya ratifikasi traktat
Tradisi bilateral kedua negara.

bilateral Indonesia-Singapura dap -
dengan menggunakan teori-teori hubung3

internasional. Dengan segenap kekurangan dan
kelebihan yang dimiliki oleh tiap-tiap teori, 2. Tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi

pada prinsipnya semua teori tersebut dapat bilateral antara Singapura dan Indonesia
dipergunakan untuk menganalisis tertundanya disebabkan oleh upaya tiap-tiap negara
ratifikasi traktat tersebut. Namun demikian, yang saling menghalangi negara lain
pada tulisan ini penulis berpendapat bahwa teori mendapatkan keuntungan yang lebih besar
neo-realisme mampu memberikan penjelasan dari yang diperoleh negara tersebut (relative

dengan lebih baik dibandingkan teori-teori yang gain)

lain dal alisi alahan tersebut.
e il s R Sebagaimana ditekankan oleh Joseph

Berikut t jel berdasark: alisi
SREIS SIMpAS PEISTART OSSR B Grieco bahwa dalam berhubungan dengan

menurut teori neo-realisme: )
negara lain, sebuah negara berupaya

1. Tertundanya ratifikasi traktat disebabkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-
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nega_ra.

Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan
analisis menggunakan teori neo-realisme
tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi bilateral
Indonesia-Singapura disebabkan oleh empat

hal. Pertama, strategi rasional kedua negara

yang berupaya untuk mendapatkan keuntingan
sebesar-besarnya, meminimalkan kerugzan, serta
meningkatkan kekuatan dan pengaruh masing-
masing (absolute gain). Kedua, tiap-tiap negara
saling menghalangi negara lain mendapatkan
keuntungan yang lebilybesar datiyang diperoleh
negara tersebut (relative gain). Ketiga, tiap-tiap
negara mengutamakan kepentingan sendiri.
Terakhir, tiap-tiap megara menerapkan konsep
kemandirian, keberlangsungan hidup . negara,
serta memandang negara lain sebagai po,tensi
musuh dan ancaman terhadap keamanan negara.

Sebagai penutup, tulisan ini secara terbatas
menganalisis terrundanya ratifikasi  traktat
ekstradisi bilateral Indénesiﬁ—Singapura.;aehgan
menggunakan perspektif teori neo-realisme,
Namun demikian, pada pnnmpnya tiap-tiap teori
hubungan internasional mampu memberikan
penjelasan terhadap alasan tertundanya ratifikasi
traktat ekstradisi bilateral Indonesia-Singapura.
Oleh karena itu analisis terhadap, permasalahan
tersebut dengan menggunakan teorivhubungan
internasional lainnya perlu dilaksanakan Unituk
mendapatan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Tertundanya ratifikasi traktat ekstradisi
bilateral
menimbulkan dampak dalam upaya penegakan
hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis
guna memperoleh pemahaman yang utuh

Indonesia-Singapura tentu

tentang sejauh mana dampak dan kendala yang
ditimbulkan, khususnya terkait dengan upaya
penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi
penegak hukum Indonesia, seperti Polri, KPK,
BNN, dan lainnya. Identifikasi atas dampak dan
kendala yang ditimbulkan diharapkan dapat

menjadi landasan dalam perumusan solusi yang
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akan diambil, baik oleh pemerintah maupun
institusi-institusi penegak hukum.
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